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BANTUAN HUKUM DAN PENYANTUNAN TERPIDANA 
PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA1

Oleh :
Eny Heri Manik2

Abstract
Every person legal problems with the status as a suspect, accused and convicted 
person is obliged to secure the protection and legal aid. Legal aid is a right 
for everyone, especially for those who are punished more than five years is 
mandatory for legal counsel. Various guarantee protection for legal support in 
any judicial process is not regulated in the criminal code, Act No. 1� of 2003 
regarding advocates, law No. 16 of 2011 on legal aid and law No. 12 of 1996 on 
corretional services.  Began to suspect the examination process stages can have 
legal counsel or advocate o the court proceedings even to convict the accused.
Legal assistance in the Indonesia judiccial process has been set broadly,  in the 
sense that all stages of the judicial process of seeking justice is guaranteed by law 
without exception, the prisoners declared in the form of sponsorhip such as the 
availability of legal remedies extensivelly and every level of the judicial process, 
means remission, leave nearing relase, conditional release, resocialization, 
assimilation and others. Indonesia criminal justice process is carried out in an 
integrated manner by law enforcment in the context of a fair process in order 
to realize the prupose  of law is fair, useful and achieving legal certainty for 
all seekers of justice based on the “system” that has adopted the “Integrated 
criminal justice system”.

Keywords : Legal Assistance, Sponsorship Convict, Justice System

Abstrak
Set�ap orang tersangkut masalah hukum dengan status sebaga� tersangka, 
terdakwa dan terp�dana adalah waj�b mendapat perl�ndungan dan bantuan hukum. 
Bantuan hukum merupakan hak bag� set�ap orang, apalag� bag� mereka yang 
d�ancam p�dana leb�h dar� l�ma tahun adalah waj�b untuk d�damp�ng� penasehat 
hukum. Berbaga� ketentuan jam�nan perl�ndungan akan bantuan hukum dalam 
set�ap proses perad�lan telah d�atur dalam KUHAP, UU NO. 18 Tahun 2003 
tentang Advokat, UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta UU 
No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Mula� tahapan proses pemer�ksaan 
tersangka oleh p�hak peny�d�k (kepol�s�an) seseorang tersangka telah dapat 
d�damp�ng� kuasa hukum atau advokat, h�ngga ke proses pers�dangan bahkan 
sampa� terdakwa menjad� narap�dana. Bantuan hukum dalam proses perad�lan 
Indones�a telah d�atur secara luas dalam art� semua tahapan proses perad�lan 
para pencar� kead�lan d�jam�n oleh Undang-Undang tanpa kecual�, bag� terp�dana 
1  Art�kel �n� merupakan karya �lm�ah mahas�swa pada Program Stud� Mag�ster S2 Ilmu Hukum Program 

Pascasarjana Un�vers�tas Udayana dan mengucapkan ter�ma kas�h kepada Prof. Dr. I Ketut Mertha, 
SH.,M.Hum dan Dr. I Gede Artha, SH.,MH selaku Pemb�mb�ng Tes�s
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d�canangkan berupa penyantunan sepert� tersed�anya upaya hukum secara luas dan 
d�set�ap jenjang proses perad�lan, sarana rem�s�, cut� menjelang bebas, pelepasan 
bersyarat, resos�al�sas�, as�m�las� dan la�n-la�n Perad�lan p�dana Indones�a dalam 
prosesnya d�lakukan secara terpadu oleh penegak hukum dalam rangka proses 
yang ad�l guna terwujudnya tujuan hukum yang berkead�lan, bermanfaat dan 
terc�ptanya kepast�an hukum bag� semua pencar� kead�lan berdasarkan “s�stem” 
yang telah d�anut yakn� “s�stem perad�lan p�danaterpadu”

Kata Kunc� : Bantuan Hukum, Penyantunan Terp�dana, S�stem Perad�lan

d� bawahnya dan sebaga�nya. Berka�t 
dengan salah satu hak yang d�m�l�k� 
dan d�ber�kan negara kepada set�ap 
orang adalah hak    untuk    memperoleh    
bantuan hukum b�la mereka terl�bat 
suatu perkara.

Secara yur�d�s normat�f 
perl�ndungan akan hak warga negara 
d� b�dang hukum tertuang dalam 
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang 
menyatakan “segala warga negara 
bersamaan kedudukannya d� dalam 
hukum dan pemer�ntahan dan waj�b 
menjunjung hukum 
dan pemer�ntahan �tu dengan t�dak 
ada kecual�nya”. Secara leb�h konkr�t 
wujud perl�ndungan akan hukum 
secara merata bag� set�ap warga negara 
Indones�a, tampak melalu� perumusan 
Pasal 4 ayat (1)  Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehak�man yang 
merumuskan (1) pengad�lan mengad�l� 
menurut hukum dengan t�dak 
membeda-bedakan orang, pernyataan 
buny� pasal  �n� merupakan bentuk  
pengakuan adanya persamaan akan 
hukum bag� set�ap orang d� depan 
hukum  (d�kenal dengan asas equality 
before the law).

I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Berb�cara soal pember�an 
bantuan hukum yang d�m�l�k� set�ap 
orang yang tersangkut sebaga� 
tersangka, terdakwa dan terp�dana 
adalah merupakan sebaga� wujud hak 
bag� mereka yang telah d�bawa sejak 
lakh�r dan melekat selaku subyek 
hukum.

Adalah merupakan tugas 
negara untuk menjam�n hak-hak 
mereka sebaga� warga negaranya, 
sepert� Indones�a yang menyatakan 
d�r� sebaga� negara demokras� yang 
berlandaskan atas hukum, sudah 
menjad� konsekuens� log�s untuk 
mel�ndung�  semua  rakyatnya  dalam 
segala aspek keh�dupan. Hal tersebut 
telah tertuang sepert� tersurat dalam 
pembukaan UUD 1945 al�nea IV yang 
menyatakan, “kemud�an dar� pada �tu 
untuk membentuk suatu pemer�ntah 
negara Indones�a yang mel�ndung� 
segenap  bangsa Indones�a .... dan 
seterusnya.

Kemud�an penjabaran dan 
pernyataan akan perl�ndungan hak- hak 
warga negara oleh pembukaan UUD 
1945 �tu d�tuangkan dalam pasal-pasal 
UUD 1945, Undang- Undang Organ�k 
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Salah satu wujud �mplementas� 
asas  persamaan d�muka hukum �n� 
adalah melalu� bentuk bantuan hukum 
�tu bag� set�ap orang (terutama bag� 
orang m�sk�n yang dapat d�perolehnya  
tanpa  bayar) atau (pro bono publico).3 

In� sebaga� wujud penerapan Pasal 34 
UUD 1945 d� dalamnya menegaskan 
bahwa      fak�r      m�sk�n      menjad� 
tanggung jawab negara.

Untuk perl�ndungan dan bantuan 
hukum bag� tersangka, terdakwa, 
terp�dana bahkan setelah mereka 
kembal� ke tengah-tengah masyarakat 
sebaga� warga negara b�asa, haruslah 
melalu� mekan�sme proses yang d�atur 
dan masuk ke dalam s�stem perad�lan 
p�dana terpadu (integrated criminal 
justice system). Bantuan hukum serta 
penyantunan bag� terp�dana merupakan 
satu subs�stem dar� kerangka dalam 
s�stem perad�lan terpadu �tu secara utuh. 
Dan mas�ng- mas�ng sub s�stem �n� 
d�tangan�  mula� d� t�ngkat peny�d�kan 
oleh peny�d�k (Pol�s�), penuntutan oleh 
Jaksa, pers�dangan oleh Hak�m, dan 
peran Advokat atau  Penas�hat Hukum 
mula� dar� awal   (peny�d�kan h�ngga 
berakh�rnya terdakwa d�per�ksa d� 
pers�dangan sampa� adanya putusan 
yang bers�fat tetap (nikracht van 
geweijsde).

Kemud�an setelah terdakwa 
menjad� terp�dana maka merupakan 
tugas dan tanggung jawab Lembaga 

Pemasyarakatan (Lapas) untuk 
berperan memb�nanya. Setelah mereka 
bebas dar� Lembaga Pemasyarakatan 
barulah tugas masyarakat �kut berperan 
akt�f mener�ma kembal� kehad�ran 
mereka tanpa harus lag� berprasangka 
member�kan st�gma buruk terhadap 
bekas nara p�dana tersebut.

Tugas para aparat penegak 
hukum yang berperan dalam 
pelaksanaan s�stem perad�lan p�dana 
secara terpadu (Pol�s�, Jaksa, Hak�m, 
Advokat, Lembaga Pemasyarakatan) 
mas�ng-mas�ng telah mem�l�k� dasar 
kewenangan bert�ndak, sepert� Pol�s� 
d�atur oleh Undang-Undang No. 2 
Tahun 2002, Kejaksaan oleh Undang-
Undang No. 16 Tahun 2004, hak�m 
oleh Undang-Undang No. 49 tahun 
2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 
2009 serta Undang-Undang No. 3 
Tahun 2009, Lembaga Pemasyarakatan 
d�atur oleh Undang- Undang  No.  12  
Tahun  1995    Dan terakh�r Undang-
Undang Advokat No. 18 Tahun 2003, 
d�serta� dengan Undang – Undang 
No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 
Hukum.

Secara keseluruhan semua 
aparat penegak hukum d� atas 
menyelenggarakan penegakan 
supremas� hukum (supremacy of  
law) secara terpadu, dan mengemban 
pelaksanaan s�stem perad�lan p�dana 
terpadu (integrated criminal justice 
system), salah satunya sebaga� sub 
s�stem unsurnya adalah melalu� 
pencanangan dan pelaksanaan bantuan 
hukum serta t�ndak lanjut h�ngga 
penyantunan bag� terp�dananya, 

3 Frans Hendra W�narta, 2000, Bantuan 
Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan 
Belas Kasihan. Penerb�t PT. Elex Med�a 
Komput�ndo, Gramed�a, Jakarta, 2000, 
hlm.v��.
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sebaga� wujud s�stem perad�lan p�dana 
yang harus d�laksanakan secara terpadu 
h�ngga tuntas.

Secara tekn�s operas�onal 
bantuan hukum �n� merupakan tugas 
dan tanggung jawab dar�  advokat atau 
penasehat hukum (dengan berbaga� 
wadah �nst�tus�nya), dan Lembaga 
Bantuan Hukum (neger� maupun 
swasta) ba�k d� t�ap  Perguruan 
T�ngg� Neger� atau Swasta yang ada 
d� Fakultas Hukumnya, serta  p�hak  
swasta  sepert�  kalangan Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM).

Bantuan hukum sebaga� salah  satu 
sub s�stem penunjang  terlaksananya 
s�stem perad�lan p�dana semest�nya 
d�laksanakan secara terpadu bag� 
Indones�a atas landasan dan sasaran 
KUHAP sudah semest�nya bantuan 
hukum yang d�ber�kan layanannya 
ba�k oleh advokat, penasehat hukum 
ataupun organ�sas� Lembaga Bantuan 
Hukum pada Perguruan T�ngg� 
Neger�/Swasta serta kalangan berbaga� 
Lembaga Swadaya Masyarakat, 
mas�h tampak banyak kendala yang 
mer�ntang�nya.

1.2. Perumusan Masalah
D�antaranya yang menjad� pokok 

permasalahan sehubungan judul d� 
atas tampak rumusan masalah sepert� 
ber�kut:
1. Apakah pember�an akan bantuan 

hukum bag� tersangka, terdakwa 
dan terp�dana sudah masuk  
dalam kerangka s�stem perad�lan 
p�dana Indones�a?

2. Apakah Advokat dan Lembaga 
Bantuan Hukum (LBH) sudah 
berperan secara opt�mal 
khususnya dalam penyantunan  
bag� terp�dana?

II. METODE PENELITIAN
2.1 Jenis Penelitian

Karya tul�s �n� tergolong kedalam 
jen�s penel�t�an hukum normat�f atau 
penel�t�an hukum kepustakaan, karena 
penel�t�an hukum �n� d�lakukan dengan 
cara menel�t� bahan kepustakaan 
(library research) yang terd�r� dar� 
bahan hukum pr�mer dan d�tunjang 
oleh bahan hukum sekunder.

Menurut Soerjono Soekanto 
dan Sr� Mamudj�, penel�t�an hukum 
normat�f atau kepustakaan tersebut 
mencakup:
1. Penel�t�an terhadap asas-asas 

hukum.
2. Penel�t�an terhadap 

s�stemat�k hukum.
3. Penel�t�an terhadap taraf 

s�nkron�sas� vert�kal dan 
hor�zontal.

4. Perband�ngan hukum.
5. Sejarah hukum4

Sehubungan dengan klasifikasi 
tersebut d� atas maka penel�t�an 
hukum normat�f �n� menyangkut 
penel�t�an taraf s�nkron�sas� vert�kal 
atas d�sharmon�sas� norma yang ada. 
Dengan  menel�t�  beberapa  undang-
undang sepert� Undang-undang No. 

4 Soerjono Soekanto dan Sr� Mamudj�, 
2001, Penelitian Hukum Normatif, PT. 
Raja Grafmdo Persada, Jakarta, hlm. 14
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8 Tahun 1981 (KUHAP), Undang- 
undang No. 48 Tahun 2009 (Undang-
undang Kekuasaan Kehak�man),   
Undang-Undang   No. 18 Tahun 
2003 (Undang-Undang Advokat) dan 
Undang – Undang No. 16 Tahun 2011 
tentang Bantuan Hukum. Khusus 
menyangkut pember�an bantuan hukum 
dan penyantunan bag� terp�dana.

2.2 Metode Pendekatan
Sesua� dengan karakter�st�k dan 

s�fat penel�t�an normat�f (kepustakaan), 
maka  dalam penel�t�an m� akan 
memaka� beberapa metode pendekatan, 
d�antaranya:
- The Statue Approach pendekatan 

perundang-undangan.
- The Analitical and Conseptual 

Approach (pendekatan anal�s�s 
konsep hukum).

2.3 Sumber Bahan Hukum
Penel�t�an hukum bers�fat 

normat�f, maka jen�s bahan hukum 
yang laz�m d�pergunakan adalah :
a. Bahan-bahan Hukum Pr�mer.
b. Bahan-bahan hukum sekunder.
c. Bahan-bahan hukum ters�er5

Sehubungan dengan penel�t�an 
hukum normat�f �n� maka memaka� 
sumber bahan hukum dar� :

1. Bahan Hukum pr�mer, sepert�:
 - Undang-undang No. 

8 Tahun 1981 tentang 
KUHAP.

 - Undang-undang No. 
48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehak�man

 - Undang-undang No. 
18 Tahun 2003 tentang 
Advokat

 - Undang-undang No. 
16 Tahun 2011 tentang 
Bantuan Hukum

2. Bahan hukum sekunder, 
yakn� member�kan penjelasan 
mengena� bahan hukum pr�mer.

3. Bahan hukum ters�er, dalam 
hubungan penel�t�an �n� 
menyangkut sepert� kamus atau 
ens�kloped�.

2.4 Metode Pengumpulan Bahan 
Hukum
Penel�t�an �n� untuk pengumpulan 

bahan hukum memaka� metode 
s�stemat�s, yakn� berupa pengumpulan 
bahan peraturan perundang-undangan.

2.5 Teknik Analisis Bahan 
Hukum 
Menggunakan  tekn�s   anal�t�s 

sepert�:
- Tekn�k d�skr�ps�
- Tekn�k �nterpretas�
- Tekn�k evaluas�
- Tekn�k argumentas�
- Tekn�k s�stemat�sas�
- Metode konstruks� hukum

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penel�t�an d�s�n� hanya 

menamp�lkan kaj�an kual�tat�f atas 
bantuan hukum dan penyantunan 
terp�dana.

5  Ronny Ham�joyo  Soemantr�, 1998, Metode 
Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghal�a 
Indones�a, Jakarta, hlm. 11-12.
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3.1  Pengertian Bantuan Hukum
Untuk mencermat� apa 

sebenarnya pengert�an bantuan hukum 
�tu, akan d�kut�p beberapa pengert�an 
bantuan hukum sepert� :
a. Adnan Buyung Nasut�on
 antuan hukum dalam 

pengert�annya yang luas dapat 
d�art�kan sebaga� upaya untuk 
membantu golongan yang t�dak 
mampu dalam b�dang hukum, 
upaya �n� mempunya� t�ga aspek 
yang sal�ng berka�tan ya�tu aspek 
perumusan aturan-aturan hukum, 
aspek pengawasan terhadap 
mekan�sme untuk menjaga agar 
aturan-aturan    �tu    d�taat�,   dan 
aspek pend�d�kan masyarakat 
agar aturan-aturan �tu d�hayat�6.

b. Clarence J. D�az
 Bantuan hukum adalah segala 

bentuk pember�an layanan oleh 
kaum profes� hukum kepada 
khalayak d� dalam masyarakat 
dengan maksud untuk menjam�n 
agar t�dak ada seorang pun d� 
dalam masyarakat yang terampas 
haknya untuk memperoleh 
nas�hat-nas�hat hukum yang 
d�perlukan hanya oleh karena 
sebab  t�dak  d�m�l�k�nya  sumber 
daya finansial yang cukup7

c. Todung Mulya Lub�s
 Bantuan hukum adalah salah satu 

upaya untuk meng�s� hak asas� 
manus�a bag� lap�san term�sk�n 
rakyat8

d. Dalam Lokakarya Bantuan 
Hukum T�ngkat Nas�onal 
Tahun 1978 menyatakan bahwa,  
bantuan hukum merupakan 
keg�atan pelayanan hukum yang 
d�ber�kan kepada golongan 
yang t�dak mampu (m�sk�n) 
ba�k  secara perorangan maupun 
kepada kelompok-kelompok 
masyarakat  t�dak  mampu secara 
kolekt�f9

Dar� beberapa pengert�an d� 
atas tentang bantuan hukum, dapat 
d�pet�k unsur-unsur essens�alnya yang 
menyangkut :
- Berupa layanan akan hak set�ap 

orang.
- Menyangkut terutama keh�dupan 

rakyat m�sk�n.
- Tersangkut suatu masalah d� 

b�dang hukum.
- D�ber�kan oleh kalangan profes� 

hukum.
- Pembentukan, pelaksanaan dan 

pengawasan aturan hukum oleh 
masyarakat.

6 Adnan Buyung Nasut�on, 1988, Bantuan 
Hukum di Indonesia. LP3ES, Jakarta, hlm.8.

7 Clarence J. D�az, 2001,  Research on Legal 
Serv�ce and Provertv : It’s Relevance to 
the Des�gn of I egal Ser;�ces Programs �n 
Develov�ng Countr�es”. (Dalam Bambang 
Sunggono : Bantuan Hukum dan Hak Asas� 
Manus�a, Mandar  Maju, Bandung, hlm. 10.

8 T.  Mulya  Lub�s,  1986, Bantuan Hukum dan 
Kemiskman Struktural. LP3ES, Jakarta, 1986, 
hlm. 9.

9 Abdul Hak�m Garuda  Nusantara, 1981,   
Bantuan   Hukum   dan   Kemiskinan Struktural.
Pr�sma No. I, Januar� 1981, hlm 40.
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- Unsur pend�d�kan hukum 
terhadap masyarakat terutama 
memb�na kesadaran  hukum 
set�ap orang.

3.2.  Landasan Hukum Pengaturan 
Bantuan Hukum
Per�hal bantuan hukum termasuk 

d� dalamnya pr�ns�p equality before the 
law dan access to legal counsel, dan 
dalam hukum pos�t�f Indones�a telah 
d�atur secara jelas dan tegas dalam 
berbaga� peraturan p e r u n d a n g -
undangan sepert� �n�salnya:
1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 

yang menegaskan bahwa set�ap 
warga negara bersamaan 
kedudukannya d� dalam hukum 
dan pemer�ntah  
waj�b menjunjung hukum dan 
pemer�ntahan �tu dengan t�dak 
ada kecual�nya.

2. Pasal 34 UUD 1945 yang 
menegaskan bahwa fak�r m�sk�n 
dan anak telantar merupakan 
tanggung jawab negara. Oleh 
karena �tu  dapat  d�katakan 
bahwa bantuan hukum terhadap 
orang m�sk�n merupakan 
kewaj�ban negara juga untuk 
member�kannya.

3. Undang-Undang  Nomor  48 
tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehak�man.
Pasal 4 ayat (1) berbuny� : 

“Set�ap orang yang tersangkut perkara 
berhak memperoleh bantuan hukum.”

Pasal 36 berbuny� : “Dalam 
perkara p�dana seorang tersangka 

terutama sejak saat d�lakukan 
penangkapan dan/atau penahanan 
berhak menghubung� dan mem�nta 
bantuan penas�hat hukum.”

Pasal 37 berbuny� : “Dalam 
member� bantuan hukum tersebut 
dalam pasal 36 d� atas, penas�hat hukum 
membantu melancarkan penyelesa�an 
perkara dengan menjunjung t�ngg� 
Pancas�la, hukum, dan kead�lan.

4. Pasal 54 Undang-Undang 
Nomor 8 tahun 1981 tentang 
K�tab Undang-Undang Hukum 
Acara P�dana menegaskan bahwa 
guna kepent�ngan pembelaan, 
tersangka atau terdakwa berhak 
mendapat bantuan hukum dar� 
seorang atau leb�h penas�hat 
hukum selama dalam waktu dan 
pada set�ap t�ngkat pemer�ksaan, 
menurut       tata       cara      
yangd�tentukan dalam undang-
undang �n�.

3.3 Bantuan Hukum Dalam 
Kerangka Sistem Peradilan 
Pidana Terpadu (Integrated 
Criminal Justice System).
S�stem perad�lan p�dana yang 

d�konsepkan oleh KUHAP menuju 
pada s�stem keterpaduan d�antara 
penegak hukum (pol�s�, jaksa, hak�m 
dan penas�hat hukum).

Dalam rangka�an proses 
mel�put� t�ndakan mekan�sme hukum 
sepert� peny�d�kan., penuntutan dan 
pers�dangan. Secara sep�ntas berb�cara 
s�stem perad�lan p�dana baru tampak 
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hanya t�ga tahapan tersebut. Padahal 
sebenarnya berb�cara s�stem perad�lan 
secara leb�h luas apalag� d�laksanakan  
secara terpadu d� dalam penanganan 
suatu kasus p�dana jauh leb�h luas, 
leb�h rum�t dan memerlukan  berbaga� 
keterl�batan peran serta �nst�tus� secara 
per�od�k dan berkelanjutan.

S�stem perad�lan p�dana terpadu 
(integrated criminal justice system)    
sepert�    yang   d�harapkan perad�lan 
p�dana Indones�a yang berjalan 
baru berjalan sebatas proses formal 
sepert�  peny�d�kan, penuntutan dan 
pers�dangan secara prosedural saja, 
sedang makna, keterpaduan dan peran 
keterl�batan �nst�tus� secara terpadu 
dan menyeluruh belum tampak 
sepert� peran serta Lapas (Lembaga 
Pemasyarakatan, Advokat, LSM dan 
masyarakat luas belum berperan akt�f 
dalam rangka�an s�stem tersebut.

Seh�ngga menurut pendapat 
Frans Hendra W�narta s�stem perad�lan 
p�dana Indones�a belum terpadu.10 

Seharusnya        dalam berb�cara menge-
na� penyeleng garaan perad�lan p�dana, 
fungs� yang seharusnya d�jalankan 
oleh S�stem Perad�lan P�dana Terpadu 
adalah sebaga� ber�kut:
a. Mel�ndung� masyarakat 

melalu� upaya penanganan 
dan pencegahan kejahatan, 
merehab�l�tas� pelaku kejahatan 
dan, melakukan upaya 
�nkapas�tas� terhadap orang yang 
merupakan ancaman terhadap 
masyarakat.

b. Menegakkan dan memajukan the 
rule of law dan penghormatan 
pada hukum, dengan menjam�n 
adanya      due      process       dan 
KUHAP tampaknya mas�h jauh   
dar� harapan. Hanya sementara 
�n�  s�stem dan perlakuan yang 
wajar bag� tersangka, terdakwa 
dan terp�dana, melakukan 
penuntutan dan membebaskan 
orang yang t�dak bersalah yang 
d�tuduh melakukan kejahatan.

c. Menjaga hukum dan ketert�ban.
d. Menghukum pelaku kejahatan 

sesua� dengan falsafah 
pem�danaan yang d�anut.

e. Membantu dan member� nas�hat 
pada korban kejahatan (Malcoln 
Davies, Hazel Croall and Jane 
Tyrer) dalam : Harkr�stut� 
Harkr�snowo11

S�stem perad�lan p�dana terpadu 
yang menjad� harapan dan pedoman 
bag� Indones�a adalah Undang-Undang 
No. 8 Tahun 1981 (KUHAP).D� dalam 
penjelasan umum KUHAP angka 3 
huruf f tersurat bahwa “set�ap orang 
yang tersangkut perkara waj�b d�ber� 
kesempatan memperoleh bantuan 
hukum yang semata-mata d�ber�kan 
untuk melaksanakan kepent�ngan 
pembelaan atas d�r�nya.

Sehubungan dengan asas 
pember�an bantuan hukum tersebut 
dalam kerangka s�stem perad�lan 

10  Frans W�narta,  Op.  Cit.  hlm : 1

11 Harkr�stut� Harkr�snowo, 2002, Sistem 
Peradilan Pidana Terpadu (Integrated 
Criminal Justice System). News letter, 
KHN-Kom�s� Hukum Nas�onal Republ�k 
Indones�a, hlm : 10.
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p�dana terpadu, d�mana bantuan 
hukum   merupakan   salah   satu 
sub s�stem yang berperan menunjang 
keberhas�lan bekerjanya seluruh 
komponen-komponen sub s�stem yang 
ada, maka bantuan hukum �n� sangat 
memegang peran pent�ng d� dalam 
bekerjanya proses s�stem yang ada. 
Apalag� para penegak hukum sekarang 
�n� mas�h cenderung menerapkan 
Crime Control Model (CCM) dar� 
pada Due Process Mode (DPM) dalam 
penegakan supremas� hukum (Law 
Enforcement) untuk Due Process of 
Law (proses hukum yang ad�l).

Yang menurut Herbert L. Packer 
kedua bentuk (CCM dan DPM) �tu 
d�sebut dua model proses kr�m�nal 
(Two models of the criminal process 
will let us perceive the normative  
antinomy  at  the  heart of the  criminal  
law).12  atau  dua model dalam proses 
kr�m�nal sebaga� gambaran normat�f 
yang sal�ng berbeda sasaran dan 
sebaga� jantungnya dalam kejahatan.

Dalam dua model (CCM dan 
DPM) �n�lah sub s�stem bantuan hukum 
yang d�perankan oleh advokat atau 
penas�hat hukum masuk d� dalamnya 
sebaga� komponen penunjang dalam 
proses bekerjanya s�stem perad�lan 
p�dana mula� dar� t�ngkat peny�d�kan 
sampa� t�ngkat pers�dangan 
bahkan sampa� terp�dana selesa� 
menjalan� p�dananya d� Lembaga 
Pemasyarakatan.

Walaupun kedua  model Crime 
Control Model (CCM) dan Due 
Process Model (DPM) sama-sama 
d�dasarkan pada Due Process  of Law, 
tetap� CCM leb�h mengutamakan 
efisiensi serta percaya pada kinerja 
yang profes�onal�sme dar� penegak 
hukum. Seh�ngga peran advokat/
penas�hat hukum kurang d�perlukan 
kehad�rannya. Sedangkan dalam 
DPM karena bekerjanya mel�hat suatu 
kemungk�nan terjad�nya human error, 
maka peran advokat d�perlukan untuk 
mengecek kembal� (cek and recek), 
sehubungan dengan proses DPM �n� 
k�nerjanya akan penuh r�ntangan.

Dua model proses dalam s�stem 
perad�lan p�dana (CCM dan DPM)  �n�  
member�kan  warna  serta d�perankan 
oleh advokat. Karena kedua s�stem 
�n� t�dak tertutup kemungk�nan secara 
bersamaan penerapannya masuk dalam 
satu kasus ba�k �tu CCM maupun 
DPM. Kalau d�gambarkan dalam 
proses yang d�perankan oleh mas�ng-
mas�ng penegak hukum tampak 
sepert�: peny�d�k akan berperan 
sebaga� pencar� fakta adm�n�strat�f 
untuk menuju sasaran menghukum 
tersangka  (factual  guilt), sedangkan 
jaksa mencar� legal guilt13

Peran hak�m semest�nya 
sekarang setelah terjad� perubahan atas 
Undang-Undang No. 14 tahun 1970 
dengan Undang-Undang No. 48 tahun 
2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan 
Kehak�man  sudah bers�fat �ndependen 

12 Herbert L. Packer, 1968, The L�m�ts of The 
Cr�m�nal Sanct�on. Stamford Un�vers�ty Press, 
Stamford Cal�forn�a, F�rst Publ�shed, p. 153. 13  Frans Hendra W�narta,  Op.  Cit. hlm.98
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dan  �mpars�al dar� campur tangan 
pemer�ntah. Namun pada kenyataan 
belum sepenuhnya mand�r�.

Beg�tu halnya peran dan m�s� 
advokat dalam member�kan jasa 
bantuan hukum belum sesua� dengan 
tujuan awal  kelah�ran  bantuan hukum 
�n� yakn� benar-benar akan membantu  
rakyat  m�sk�n  yang buta hukum. 
Kond�s� saat sekarang advokat/
penas�hat hukum leb�h dom�nan 
menjalankan perannya sebaga� profit 
oriented ket�mbang menjalankan m�s� 
kemanus�aannya. Padahal d� dun�a 
barat bantuan hukum merupakan 
bag�an profes� advokat dalam rangka 
pro bono publico, s�fatnya prodeo 
(dem� Tuhan), t�dak d�pungut bayaran 
(fee) karena d�sed�akan untuk  orang 
m�sk�n dan oleh karena �tu bers�fat non    
komers�al    kecual�    d�pungut b�aya 
untuk ongkos adm�n�strat�f14

Penerapan asas equality before 
the law (persamaan d�muka hukum) 
harus d�kedepankan khusus bag� 
masyarakat m�sk�n dalam pember�an 
jasa bantuan hukum �n� sesua� per�ntah 
Pasal 27 jo Pasal 34 UUD 1945.

Bantuan hukum sebaga� bag�an 
dar� profes� advokat d�atur dalam 
Eigth United  Nations Congress on 
the Preventions of Crime and the 
Treatment of fenders bagian B. Other 
justruments adopted by the congress 
tepatnya pada bag�an 3 basic   principles   
on  the   role of lawyers tentang acces 
to lawyers and legal services. Menurut 
dokumen �n� pemer�ntah mempunya� 

kewaj�ban untuk menyed�akan dana 
yang cukup untuk member�kan jasa 
hukum bag� orang m�sk�n dan orang 
yang memerlukan karena pos�s�nya 
yang lemah.

Pemerataan d�str�bus� pember�an 
jasa hukum �n� pent�ng dem� terc�ptanya 
masyarakat yang ad�l, d�mana set�ap 
orang d�jam�n  dan d�l�ndung� hak 
asas�nya terutama perolehan jasa 
bantuan hukum dar� advokat atau 
Lembaga Bantuan Hukum la�nnya.

KUHAP yang mencanangkan 
perl�ndungan martabat manus�a 
d�lengkap� dengan tujuh asas umum 
dan t�ga asas khusus, antara la�n 
bantuan hukum d�masukkan sebaga� 
perl�ndungan terhadap hak asas� 
seseorang (dalam rangka perwujudan 
asas equality before the law).

R�nc�an kesepuluh asas 
perl�ndungan hak serta harkat manus�a 
oleh KUHAP terd�r� dar� asas-asas 
umum ber�kut �n�:
1. Perlakuan yang sama d�muka 

hukum tanpa d�skr�m�nas� 
apapun;

2. Praduga t�dak bersalah 
3. Hak untuk memperoleh 

kompensas� (gant� rug�) dan 
rehab�l�tas�;

4. Hak untuk mendapat bantuan 
hukum;

5. Hak kehad�ran terdakwa d�muka 
pengad�lan;

6. Perad�lan yang bebas dan 
d�lakukan dengan cepat, dan 
sederhana

7. Perad�lan yang terbuka untuk 
umum, serta asas-asas khusus;14 Frans Hendra W�narta, Op. Cit. hlm: 132.
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8. Pelanggaran atas hak-
hak �nd�v�du (penangkapan, 
penahanan, penggeledahan, dan 
peny�taan) harus d�dasarkan pada 
undang-undang dan d�lakukan 
dengan surat per�ntah (tertul�s);

9. Hak seseorang tersangka untuk 
d�ber� tahu tentang persangkaan 
dan pendakwaan \ terhadapnya, 
dan

10. Kewaj�ban pengad�lan untuk 
mengendal�kan putusan putusan-
nya15

Semua asas d� atas yang 
d�tuangkan dalam KUHAP menj�wa� 
‘’s�stem perad�lan p�dana (terpadu) 
sepert� yang d�harapkan, khusus po�nt 
(4), yang menggar�skan hak untuk 
mendapat bantuan hukum  yang 
terakumulas� ke dalam Crime Control 
Model (CCM) dan Due Process Model 
(DPM) dalam real�tas proses  dalam  
art�  prosedur   hukum acara mula� 
d�ber�kan dar� t�ngkat peny�d�kan 
sampa� pers�dangan. Hal tersebut 
secara jelas tersurat dalam Pasal 54 
KUHAP :

“Guna kepent�ngan pembelaan, 
tersangka atau terdakwa berhak 
mendapat bantuan hukum dar� seorang 
atau leb�h penas�hat hukum selama 
dalam waktu dan pada set�ap t�ngkat 
pemer�ksaan, menurut tata cara yang 
d�tentukan dalam undang- undang �n�.

Mencermat�   rumusan Pasal 
54 tersebut d�hubungkan dengan 
bantuan hukum �n� pada rangka�an 
s�stem perad�lan p�dana terpadu, 
belum tampak akan peran dan m�s� 
bantuan hukum pada pos�s� rehab�l�tas� 
terp�dana yang telah berada dalam 
Lembaga Pemasyarakatan, terleb�h 
lag� setelah kembal� ke tengah – tengah  
masyarakat. Peran sub s�stem �nst�tus� 
sepert� Lembaga Pemasyarakatan 
dan masyarakat belum tampak dalam 
rangka�an s�stem perad�lan p�dana 
terpadu dalam KUHAP tersebut.

Sebaga� real�sas� Pasal 54 akan 
bantuan hukum tanpa membedakan 
status tersangka / terdakwa (sebaga� 
�mplementas� asas equality before the 
law) terhadap rakyat  yang  tergolong  
m�sk�n   atau kurang mampu dalam 
perkara p�dana pemer�ntah (Indones�a) 
member�kan anggaran bag� mereka 
termasuk pember� jasa bantuan hukum, 
dengan ketentuan leb�h lanjut sepert� 
ber�kut:
- Pelaksanaan bantuan hukum �n� 

d�muat dalam Surat Keputusan 
Menter� Kehak�man Republ�k 
Indones�a Nomor 02.UM.09.08 
tahun   1980   tertanggal   1   
Jun� 1980 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Bantuan Hukum 
dan kemud�an dengan Keputusan 
Menter� Kehak�man Republ�k 
Indones�a Nomor : M.01.
UM.08.10      tahun     1981 
tertanggal 5 Nopember 1981 
tentang Perubahan dan Perba�kan 
Keputusan Menter� Kehak�man 

15 Mardjono Reksod�putro, 1997, Hak Asasi 
Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. 
Buku Ket�ga, Pusat Pelayanan Kead�lan dan 
Pengabd�an  Hukum Un�vers�tas Indones�a, 
hlm 37-38.
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Republ�k Indones�a Nomor : 
M.02.UM.09.03      tahun     1980 
tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Bantuan Hukum, yang pokoknya 
d�tentukan sebaga� ber�kut:

 1. Pember�an bantuan hukum 
d�selenggarakan melalu� 
Badan Perad�lan Umum 
cq Pengad�lan T�ngg� dan 
Pengad�lan Neger�.

 2. Bantuan hukum d�ber�kan 
kepada tertuduh yang 
kurang mampu/tdak 
mampu, yang d�bukt�kan 
dengan :

 a. Surat keterangan dar� 
kepala desa, atau

 b. Surat keterangan dar� 
camat, atau

 c. Surat keterangan dar� 
kepala pol�s�, atau

 d. Surat keterangan dar� 
kepala kejaksaan 
neger�, atau

 e. Surat keterangan dar� 
kantor sos�al.

- Bantuan hukum d�ber�kan 
kepada tertuduh dalam  hal  
t�ndak  p�dana :

 a. Yang d�ancam dengan 
p�dana l�ma tahun penjara 
atau leb�h, seumur h�dup 
atau p�dana mat�;

 b. Yang d�ancam dengan 
p�dana kurang dar� l�ma 
tahun, tetap� perkara 
tersebut menar�k perhat�an 
masyarakat luas.

- Ketua majel�s hak�m setelah 
berkonsultas� dengan ketua 

pengad�lan neger� menunjuk 
seorang atau leb�h pember� 
bantuan hukum dan menunjuk 
nama d�ber�kan surat penetapan 
ketua majel�s;

- Uang bantuan hukum d�ber�kan 
oleh Bendaharawan pengad�lan 
neger� yang berada d� bawah 
pengawasan ketua pengad�lan 
neger�16

Secara un�versal pula pengakuan 
akan asas equality before the law telah 
tertanam ketentuannya pada Basic 
Principles on die Role of Lawyers 
yang d�adops� secara konsensus dalam 
Kongres PBB kedelapan mengena� 
Prevention of Crime and the Treatment 
of Offenders pada 1990 dan d�sahkan 
Majel�s Umum PBB kemud�an. Pr�ns�p 
pertama dar� Basic Principles on the 
Role of Lawyers menyatakan :

 “Every one arrested or detained 
(whether or not on a criminal 
charge) and every one facing a 
criminal charge (wheter or not 
detained) bas the right to the 
assistance of legal counsel”.

 “S�apapun yang d�tangkap 
atau d�tahan (ba�k atas tuduhan 
melakukan t�ndak p�dana 
atau t�dak) dan s�apapun 
yang menghadap� tuduhan 
melakukan t�ndak p�dana (ba�k 
d�tahan atau t�dak) berhak 

16 Mart�man Prodjoham�djojo, 1984, Komentar 
Atas KUHAP. Cetakan Kedua, Pradnya 
Param�ta, Jakarta, hlm. 46.
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untuk mendapatkan bantuan 
advokat”.17

Pr�ns�p �n� telah d�adops� 
KUHAP lewat ketentuan pasal 69 
(Bab VII-Bantuan Hukum) yang 
d�rumuskan sepert� ber�kut:
 “Penas�hat hukum berhak 

menghubung� tersangka sejak 
saat d�tangkap atau d�tahan 
pada semua t�ngkat pemer�ksaan 
menurut tata cara yang d�tentukan 
dalam undang-undang �tu.”

D� dalam mekan�sme proses 
bekerjanya s�stem perad�lan p�dana 
(pada model Crime Control Model 
(CCM), peny�d�k dalam langkah 
t�ndakannya  cenderung  menerapkan 
CCM �n�, peran bantuan hukum 
melalu� advokat ataupun penas�hat 
hukum t�dak beg�tu pent�ng, yang 
dicari disini efisiensi waktu, tenaga dan 
p�k�ran, kebenaran semu yang d�car� 
leb�h dom�nan oleh peny�d�k. T�dak 
jarang pada jaman berlakunya H1R 
(Stb 1941 No : 44) tersangka d�kejar 
dengan gencar untuk memperoleh 
pengakuan tersangka, d�bawah teror 
dan intimidasi baik fisik maupun psikis 
oleh peny�d�k, seh�ngga pengakuan 
yang d�peroleh adalah semu, t�dak 
sesua� dengan kebenaran yang hak�k�. 
S�stem pemer�ksaan inquissitoir �n� 
memperburuk c�tra aparat peny�d�k 

ket�ka �tu, dan �n� akan terungkap. 
Setelah terdakwanya d�per�ksa d� 
t�ngkat pers�dangan. Karena ket�ka 
d�pers�danganlah terdakwa baru 
d�damp�ng� penas�hat hukun/advokat, 
maka ser�ng BAP (Ber�ta Acara 
Pemer�ksaan) d��ngkar� terdakwa  atau 
menolak �s� BAP yang telah d�tanda 
tangannya d�  depan peny�d�k. Bentuk 
CCM �n� akan bertolak belakang dengan 
s�stem kerja DPM, yang dalam proses 
peny�d�kan (sepert� d�anut KUHAP) 
telah  mengarah  s�stem  pemer�ksaan 
yang leb�h terbuka, leb�h mengharga� 
asas presumption of innosence dan 
telah mengusahakan adanya peran 
advokat/penas�hat hukum selaku 
kontrol k�nerja s�stem DPM �n�.

S�stem kerja DPM dalam 
KUHAP d�t�ngkat peny�d�kan 
menggunakan pola pemer�ksaan 
inquissitoir yang d�perlunak, tersangka 
sudah boleh d�damp�ng� penas�hat 
hukum (walaupun s�fatnya pas�f).

Sedang d� t�ngkat pers�dangan 
k�nerja DPM akan leb�h transparan 
lag�, karena peran advokat/penas�hat 
hukum benar- benar telah berperan 
akt�f mula� mem�l�k� hak mengajukan 
ekseps�, pledo�, upaya hukum dan  
sebaga�nya, sebaga� wujud bantuan 
hukum ba�k s�fatnya non profit oriented 
maupun profit oriented terhadap pos�s� 
kl�ennya.

Penekanan bantuan hukum 
oleh advokat atau oleh penas�hat 
hukum ba�k dar� kalangan profes� 
swasta maupun m�s� organ�sas�  
sepert� LKBH (Lembaga Konsultas� 

17 Binziad Kadafi dkk, 2002, Advokat Indonesia 
Mencari Legitimasi (Studi Tentang Tanggung 
Jawab Profesi Hukum di Indonesia). Pusat 
Stud� Hukum dan Keb�jakan Indones�a, 
Jakarta.
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dan Bantuan Hukum), atau bentuk 
organ�sas� la�nnya, sasaran utama 
yang     d�emban     KUHAP    adalah 
d�tujukan pada kalangan masyarakat 
kurang mampu atau m�sk�n dan buta 
hukum. Hal �n� sepert� d�nyatakan 
dalam penegasannya Mart�man 
Prodjoham�djojo yang menekankan 
pada :
1. Asas yang terpent�ng bag� orang 

yang kena perkara �alah asas 
untuk memperoleh bantuan 
hukum. Undang-undang membe-
r�kan bantuan hukum, sejak saat 
d�tangkap atau d�tahan pada 
semua t�ngkat pemer�ksaan, agar 
seseorang tersangka/terdakwa 
d�perlakukan sesua� dengan 
martabatnya sebaga� manus�a 
dan selama belum terbukt� 
kesalahannya harus d�anggap 
t�dak bersalah.

2. Pada bab VII maka bantuan 
hukum �n� d�ber�kan oleh 
penas�hat hukum. Ist�lah 
penas�hat hukum telah d��ntro-
dus�r sebaga� penggant� �st�lah: 
advokat,  pengacara, yakn� 
seorang yang memenuh� 
persyaratan berdasarkan undang- 
undang untuk member�kan 
bantuan hukum.

3. Undang-undang member�kan 
bantuan hukum t�dak d�dasarkan 
kepada s�apa yang dapat 
membayar penas�hat  hukum, 
akan tetap� d�dasarkan  kepada 
s�la per�kemanus�aan, yang 
merupakan hak asas� manus�a. 
Karena �tu telah d�sed�akan dana 

bantuan bag� golongan m�sk�n 
atau golongan yang t�dak mampu 
untuk dapat men�kmat� bantuan 
hukum dengan cuma-cuma.18

Sebaga� suatu komparas� dalam 
hal peran negara serta advokat untuk 
member�kan jasa bantuan hukumnya 
terhadap warga  yang t�dak mampu, 
sepert� Amer�ka, negara juga 
menganggarkan operas�onal b�aya 
untuk �tu. B�la warganya ada terl�bat 
kasus p�dana, maka �a berhak m�nta 
bantuan negara dar� seg� b�aya untuk 
berperkara.  Dan termasuk untuk 
jasa pember� bantuan hukum �tu  
d�pors�kan sebesar 25 persen (bag� 
pengacara) dan jumlah total b�aya 
yang d�tentukan besarnya sesua� bobot 
perkaranya. Hal �n� d�aku� oleh seorang 
pengacara sen�or Amer�ka Mr. Dav�d 
C Davenport, Jr Esqu�re.

Selanjutnya d�katakannya bahwa 
bantuan hukum d� Amer�ka d�ber�kan 
kepada kl�ennya sejak �a d��nterogas� 
pol�s� sampa� d�per�ksa d� pengad�lan. 
B�la tersangkanya harus mendapat dan 
harus d�damp�ng� pengacara menurut 
ketentuan keharusan undang-undang, 
namun  hal     �n�     d�aba�kan,     maka    
b�la d�ketahu� kemud�an, terhadap 
hal sepert� �tu dapat menghent�kan  
proses jalannya  pemer�ksaan 
terhadap terdakwa, dan bahkan akan 
membatalkan        putusan       hak�m,19 

18  Mart�man Prodjoham�djojo, Op Cit, hlm. 52.
19  Dav�d C. Davenport, Jr. Esqu�re, Trad�s� 

Standar dan Tekn�k Layanan Jasa Hukum d� 
Amer�ka. Judul ceramah yang d�sampa�kan 
atas kerjasama CCLE-UNUD bekerjasama 
dengan Un�vers�ty of San Frans�sco School of 
Law) d� Grand Bal� Beach Hotel, Denpasar, 12 
Apr�l 2003.
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(susunan   kal�mat   dar�   rangka�an 
penul�s) dengan mencar� �nt�/sar� 
penceramah. Hal sepert� �n� bag� 
Indones�a (KUHAP) belum mengatur 
sepert� �tu. Walaupun ada syarat 
seseorang tersangka/terdakwa harus 
d�damp�ng� advokat/penas�hat hukum 
karena terl�bat kasus dengan ancaman 
p�dana 5 (l�ma) tahun atau leb�h, yang 
semest�nya menurut KUHAP harus 
ada pendamp�ng. Advokat/Penas�hat 
Hukum dar� sejak �a d�per�ksa oleh 
peny�d�k, namun ser�ng peny�d�k 
mengaba�kan keharusan tersebut. 
Hal �n� d�ak�batkan berbaga� faktor 
sepert� peny�d�k kemungk�nan sengaja 
mengaba�kannya, dem� cepatnya 
pemer�ksaan (d� s�n� peran s�stem 
Crime Control Model (CCM) yang 
dom�nan  mewarna�  s�stem perad�lan 
p�dana Indones�a, ket�mbang peran 
bekerjanya s�stem Due Process 
Model (DPM). Atau kemungk�nan 
la�n tersangka/terdakwa sama sekal� 
menolak akan hak yang d�m�l�k�nya 
untuk d�damp�ng� penas�hat hukum.

T�dak mener�manya kehad�ran 
penas�hat hukum oleh tersangka/
terdakwa juga ak�bat beberapa faktor 
sepert� m�salnya:
- Tersangka/terdakwa t�dak 

mengert� akan peran penas�hat 
hukum atau bantuan hukum bag� 
pos�s� d�r�nya b�la berhadapan 
dengan hukum.

- Tersangka/terdakwa selalu 
membayangkan bahwa dalam 
berperkara dan d�damp�ng� 
penas�hat hukum akan membayar 
b�aya mahal.

- Tersangka/terdakwa t�dak tahu 
b�la �a t�dak mampu membayar 
ada prosedur  dan negara/
pemer�ntah akan menyed�akan 
bantuan hukum �n�.

- Tersangka/terdakwa  merasa 
yak�n dan mampu akan 
mengatas� send�r� akan kasus 
yang d�hadap�nya.

- Tersangka/terdakwa merasa 
pasrah akan d�r�nya dan 
semuanya d�serahkan kepada 
keb�jaksanaan hak�m.

Bag� Indones�a bantuan hukum 
terutama untuk golongan rakyat 
t�dak/ kurang mampu, beg�tu pula 
untuk set�ap tersangka/terdakwa yang   
terl�bat   dalam   suatu    kasus p�dana, 
secara yur�d�s formal telah d�atur 
dalam :
Pasal 56
(1) Dalam hal tersangka atau 

terdakwa d�sangka atau d�dakwa 
melakukan t�ndakan p�dana yang 
d�ancam dengan p�dana mat� atau 
ancaman p�dana l�ma belas tahun 
atau leb�h atau bag� mereka yang 
t�dak mampu yang d�ancam 
dengan p�dana l�ma tahun atau 
leb�h yang t�dak mempunya� 
penas�hat hukum send�r�, pejabat 
yang bersangkutan pada semua 
t�ngkat pemer�ksaan dalam 
proses perad�lan waj�b menunjuk 
penas�hat hukum bag� mereka.

(2) Set�ap penas�hat hukum yang 
d�tunjuk untuk bert�ndak 
sebaga�mana d�maksud dalam 
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ayat (1), member�kan bantuannya 
dengan cuma-cuma.

Bantuan hukum yang d�ber�kan 
�n� cuma-cuma, dan pengaturan 
pelaksanaan dana  bantuan d�atur 
dengan Keputusan Menter� Kehak�man 
Republ�k Indones�a nomor : M.02.
UM.09.08 tahun 1980 dan nomor : 
M.01.UM.08.10        tahun        1981. 
(real�sas� Pasal 54 KUHAP).

3.4.  Bentuk Bantuan Hukum Dalam 
Penyantunan Terpidana
Sebaga� rangka�an dar� sub 

s�stem,     bantuan     hukum     dalam 
pengert�an yang leb�h luas lag� 
dalam menunjang s�stem perad�lan 
p�dana terpadu (integrated criminal 
justice system) tampaknya belum 
ada menunjukkan peran sampa� pada 
t�ngkat penyantunan terp�dana atau 
setelah terp�dana berada dalam b�naan 
Lembaga Pemasyarakatan.

Padahal keberhas�lan s�stem 
perad�lan p�dana d�tentukan pula pada 
p�ntu akh�r �n� dar� tahapan seseorang 
setelah menjalan� rangka�an proses 
sebelumnya menjalan� status hukum 
sebaga� tersangka-terdakwa-terp�dana 
dan bebas kembal� ke masyarakat  
menjad� warga b�asa.

Sebenarnya peran besar bantuan 
hukum yang mest� mas�h d�ber�kan 
adalah �kut mengarahkan pemb�naan 
terp�dana semas�h menjalan� b�mb�ngan 
d� dalam Lembaga Pemasyarakatan, 
kemud�an �kut serta pula menuntun 
setelah mereka bebas ke tengah-tengah 

hab�tatnya semula d� masyarakat, akt�f 
berperan serta meresos�al�sas�kan 
keberadaan mereka setelah bebas.

Kendala terbesar yang d�hadap�      
mantan      terp�dana      / narap�dana 
adalah justru setelah akan melangkah 
men�nggalkan p�ntu Lembaga 
Pemasyarakatan, d�hadapan mereka 
terkadang bayangan cemohan, 
kesan ket�dakrelaan masyarakat 
akan mener�ma kembal�  kehad�ran 
mereka. St�gma jahat yang d�lontarkan 
terhadapnya akan membuat mantan 
penghun� Lembaga Pemasyarakatan �n� 
akan berp�k�r, berbuat, bers�kap serba 
canggung, t�mbul rasa kurang percaya 
d�r�, bahkan �ng�n tetap t�nggal dalam 
Lembaga Pemasyarakatan (penul�s 
sempat pernah  mewawancara� mantan 
narap�dana ket�ganya bekas pembunuh 
yang mas�ng-mas�ng d�p�dana penjara 
15 tahun, 10 tahun dan 12 tahun (I 
Nengah Rerod, I Gede Kars� dan 
N� Nyoman Tompel) asal mas�ng-
mas�ng Dusun Gumung Tenganan 
Pager�ngs�ngan, Desa Bungaya-
Karangasem).

D� dalam Lembaga Pemasya-
rakatan hanya petugas pemb�na 
Lembaga Pemasyarakatan yang 
dom�nan bekerja d� dalam s�stem 
perad�lan p�dana, yang walaupun 
secara teor� peran Hak�m Pengawas   
dan   Pengamat   Putusan sesua� asas 
dalam KUHAP yang d�tugaskan 
kepada Ketua Pengad�lan Neger� mas�h 
harus akt�f terl�bat d� dalam memb�na, 
mengawas� terp�dana h�ngga masa 
p�dana yang d�jalan�nya berakh�r.
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Pada saat-saat �n�lah peran 
bantuan hukum sama sekal� t�dak 
tampak d�atur oleh s�stem. Peran 
CCM/DPM telah berhent� saat hak�m 
mengetukkan palunya d� pengad�lan. 
D� la�n s�s� s�stem perad�lan p�dana 
terpadu mengharapkan s�stem CCM/
DPM yang salah satu sub s�stem d� 
dalamnya yakn� bantuan hukum yang 
d�perankan oleh advokat/penas�hat 
hukum atau apapun �st�lahnya 
d�pent�ngkan perannya h�ngga 
terp�dana benar- benar d�ter�ma d� 
tengah-tengah masyarakat sampa� 
t�dak lag� cap jahat (st�gma jahat) 
d�sandang olehnya.

Adapun wujud penyantunan 
bag� terp�dana yang d�sed�akan oleh 
negara tampak dalam keb�jakan- 
keb�jakan pemer�ntah yang b�sa atau 
dapat d�n�kmat� bag� s� nara p�dana 
yang aturannya telah d�bakukan dan 
mem�l�k� kepast�an hukum sepert� 
m�salnya berupa:
1. Undang Undang  Republ�k 

Indones�a Nomor 12 Tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan 
dengan segala tekn�s dan ruang 
l�ngkupnya;

2. Peraturan Pemer�ntah Republ�k 
Indones�a Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemb�naan dan 
Pemb�mb�ngan Warga B�naan 
Pemasyarakatan dengan semua 
l�ngkup dan penjabarannya;

3. Peraturan Pemer�ntah Republ�k 
Indones�a Nomor 32 Tahun 1999 
tentang Syarat dan Tata Cara 
Pelaksanaan Hak Warga B�naan 

Pemasyarakatan sepert� hak d� 
b�dang pend�d�kan, kesehatan, 
kerohan�an;

4. Keputusan Menter� Kehak�man 
Republ�k Indones�a Nomor : 
M.03-PK.04.02 Tahun 1991 
tentang Cut� Mengunjung� 
Keluarga Bag� Narap�dana;

5. Peraturan Menter� Kehak�man 
Republ�k Indones�a Nomor: 
M.01-PK..10 Tahun  1989 
tentang As�m�las�, Pembebasan 
Bersyarat dan Cut� Menjelang 
Bebas;

6. Surat Mahkamah Agung 
Republ�k Indones�a Nomor : 
MA/Pemb/3290/1984 mengena� 
Petunjuk tentang Permohonan 
Band�ng yang d�ajukan melalu� 
Kepala Lembaga Kemasyara-
katan;

7. Surat Mahkamah Agung 
Republ�k Indones�a Nomor : 
MA/Pemb/3291/84 mengena� 
Petunjuk tentang Permohonan 
Band�ng yang D�ajukan 
Melalu� Kepala Lembaga 
Pemasyarakatan;

8. Keputusan Menter� Kehak�man 
Republ�k Indones�a Nomor : 
M.01-PR.07.03     Tahun     1983 
tentang Organ�sas� dan Tata 
Kerja Lembaga Pemasyarakatan;

9. Keputusan Menter� Kehak�man 
Republ�k Indones�a Nomor : 
M.03-UM.01.06 Tahun 1983 
tentang Penetapan Lembaga 
Pemasyarakatan Tertentu 
Sebaga� Rumah Tahanan 
Negara;
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10. Peraturan Menter� Kehak�man 
Republ�k Indones�a Nomor : 
M- 04-UM.01.06 Tahun 1985 
tentang Tata Cara Penempatan, 
Perawatan Tahanan dan Tata 
Tert�b Rumah Tahanan Negara;

11. Standard Minimum Rules for the 
Treatment of Prisoners;

12. Peraturan-peraturan Standar 
M�n�mum bag� Perlakuan 
terhadap Narap�dana;

13. Kumpulan Pr�ns�p-pr�ns�p 
untuk Perl�ndungan Semua 
Orang yang Berada d� bawah 
Bentuk Penahanan Apapun atau 
Pemenjaraan;

14. Keputusan Pres�den Republ�k 
Indones�a Nomor 174 Tahun 
1999 Tentang Rem�s�;

15. Undang-Undang 
Republ�k Indones�a Nomor : 22 
Tahun 2002 Tentang Gras�.

Semua peraturan perundang- 
undangan d� atas d�terapkan dalam 
menunjang bekerjanya s�stem 
perad�lan p�dana khusus d� Lembaga 
Pemasyarakatan terhadap terp�dana 
dalam rangka mempers�apkan d�r� 
terp�dana untuk keluar dan kembal� 
menyatu ke tengah-tengah l�ngkungan 
keluarga/masyarakat.

Dapat d�gambarkan bahwa d� 
dalam s�stem perad�lan p�dana pada 
t�ngkat/ proses akh�r �n�, bantuan 
hukum wujudnya sudah berbeda 
dengan pember�an bantuan hukum pada 
t�ngkat peny�d�kan dan pers�dangan, 
pada t�ngkat status terp�dana d� 

Lembaga Pemasyarakatan, bantuan 
hukum berwujud luas, leb�h abstrak, 
dan bukan d�perankan oleh advokat / 
Penasehat Hukum. Tetap� langsung 
oleh negara atau pemer�ntah lewat 
berbaga� keb�jakan p�dana (criminal 
policy) ba�k berbentuk keb�jakan penal 
maupun non penal.

IV. PENUTUP
4.1  Simpulan

Dar� rangka�an judul menyangkut 
tentang Perl�ndungan dan Bantuan    
Hukum    bag� Tersangka/Terdakwa 
maupun wujud penyantunan terhadap 
terp�dana dalam kerangka S�stem 
Perad�lan P�dana Terpadu yang d�tuju 
oleh KUHAP, setelah d�kaj� dengan 
permasalahan yang d�angkat, maka 
dapat d�s�mpulkan hal-hal sepert� 
ber�kut :
1. Bantuan hukum yang merupakan 

salah satu sub s�stem penunjang 
dar� s�stem perad�lan p�dana yang 
hendak menjad� harapan dan 
tujuan s�stem perad�lan p�dana 
Indones�a (secara terpadu) atau 
d�kenal dengan �st�lah integrated 
criminal justices system, sudah 
masuk d� dalam kerangka s�stem 
perad�lan p�dana Indones�a yang 
bernapaskan dua bentuk proses 
kr�m�nal yakn� Crime Control 
Model (CCM) dan Due Process 
Model (DPM) guna menuju Due 
Processof Law, sebaga� wujud 
pelaksanaan asas equality before 
the law dan pember�an bantuan 
hukum yang seluas-luasnya 
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bag� tersangka-terdakwa dan 
terp�dana.

2. Bantuan hukum yang d�perankan 
oleh Advokat atau Penas�hat 
Hukum baru berperan nyata 
hanya pada t�ngkat peny�d�kan 
dan pers�dangan terhadap 
tersangka / terdakwa, sedang 
proses selanjutnya pelaksanaan 
bantuan hukum secara konkr�t 
yang d�perankan Advokat 
/ Penas�hat Hukum belum 
tampak d� t�ngkat Lembaga 
Pemasyarakatan (LAPAS)        maupun       
setelah terp�dana keluar / bebas 
dar� Lembaga Pemasyarakatan 
real�sas� bantuan hukum terhadap 
terp�dana berwujud penyantunan 
yang d�ber�kan oleh pemer�ntah 
(negara) sepert� pember�an cut� 
mengunjung� keluarga bag� 
nara p�dana, pember�an cut� 
menjelang bebas, pembebasan 
bersyarat, as�m�las�, pember�an 
rem�s�, dan pember�an gras�, 
yang kesemuanya �n� d�atur 
dengan peraturan perundang-
undangan.

4.2. Saran
1. Agar advokat dalam member� 

bantuan hukum pada para 
justisiabel t�dak membeda- 
bedakan perlakuan

2. Agar pemer�ntah melalu� 
Departemen Hukum dan Hak 
Asas� Manus�a secara opt�mal 
dapat member�kan santunan pada 
narap�dana atau warga b�naan / 
anak d�d�k pemasyarakatan
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